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KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan
rahmat dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI
Nomor 1604/SEK/OT.01.2/11/2019 tanggal 15 November 2019 sehingga program kerja
dan capaian kinerja yang ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Neger
Pamekasan, selain memenuhi agenda reformasi birokrasi merupakan suatu kewajiban
pertanggung jawaban akuntablilitas lembaga, merupakan suatu perwujudan tanggung
jawab, transparansi dan menyangkut suatu bentuk Akuntabilitas dari suatu Lembaga,
agenda reformasi birokrasi dilingkungan lembaga Peradilan, yang pada akhirnya dapat
menciptakan pemerintahan yang baik (good governance). Sasaran pokoknya adalah
penyelenggaraan peradilan yang professional, transparan, akuntabel, bersih dan bebas
KKN, semangat pelayanan dan pertanggung jawaban publik, serta integritas
pengabdian dibidang penegakan hukum dan keadilan untuk mencapai visi dan misi
Pengadilan Negeri.

Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di lingkungan Pengadilan
Negeri Pamekasan, maka seluruh pejabat (para Hakim, Panitera, Sekretaris, para Panitera
Muda dan para Subbagian) diwajibkan memberikan laporan dan masukan masing-masing
kegiatannya selama tahun 2019. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini
pada dasarnya merupakan laporan pelaksanaan kegiatan dan sebagai acuan dalam
rencana kinerja yang akan diwujudkan pada setiap tahunnya. LKjIP tahun 2019 ini
diharapkan lebih menggambarkan adanya transparansi dan akuntabilitas di Lingkungan
Pengadilan Negeri Pamekasan.

Pada akhirnya dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah dari Pengadilan Negeri Pamekasan diucapkan terima kasih kepada semua
pihak yang membantu tersusunnya LKjIP ini.

Ketua

ngadilan Negeri Pamekasan Kelas IB
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BAB |
PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah salah
satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu
bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun
anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah
dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan dalam menyusun langkah-
langkah pada tahun berikutnya.

Selain itu laporan tahunan yang disusun secara hirarki merupakan bahan untuk
menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu langkah yang tepat sesuai
dengan kebutuhan.

Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun
1945 yang telah diamandemen dikatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh
sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan
Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan
Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX
tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap
penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor
5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung jo 3 Tahun 2009.

Berdasarkan pasal 21 ayat(2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2010 tentang
Kekuasan Kehakiman disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan
finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat(1) untuk masing-masing lingkungan
peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan
masing-masing”. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirlah apa yang disebut

dengan peradilan satu atap. Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah Undang-
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Undang Nomor 49 Tahun 2010 tentang perubahan kedua atas Undang-UndangNomor
2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Sebagai lembaga Pemerintah, Pengadilan Negeri Pamekasan merupakan Pengadilan
Tingkat Pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung dan hal ini juga merupakan
tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh undang-
undang atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan
dengan menyiapkan, menysusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis,
periodic dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsikan
capaian kinerja Pengadilan Negeri Pamekasan dalam satu tahun angggaran yang dikaitkan
dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan
kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih
dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pasal 3 dinyatakan bahwa Asas-asas umum
Penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas
Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas.

Sedangkan untuk menciptakan good governance diperlukan prinsip-prinsip
partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan,
akuntabilitas, pengawasan, efisensi dan efektifitas, serta profesionalisme. Kemudian
prinsip akuntabilitas ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program membangun Indonesia
yang aman, adil dan sejahtera melalui program meningkatkan pengawasan untuk
menjamin akuntabilitas, transparansi, dan perbaikan kinerja aparatur Negara/ pemerintah.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Pamekasan merupakan
kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun, disusun dengan mengacu pada: 1) Surat
Sekretaris Mahkamah Agung Rl Nomor : 1604/SEK/0T.01.2/11/2019 tentang Penyampaian
Dokumen SAKIP tanggal 15 November 2019; 2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 3) Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP); 4) Permen PAN & RB Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah; 5) Permen PAN & RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas

Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
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Program-Program yang ada di Pengadilan Negeri Pamekasan diprioritaskan yang
terkait dengan akses publik sehingga dengan program-program tersebut di Pengadilan
Negeri Pamekasan diharapkan terciptanya:

1. Transparasi pengadilan dan akuntabelnya Pejabat Peradilan;
2. Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap sistem peradilan dan akses publik;

3. Perbaikan tata kerja dan pengembangan sumber daya manusia.

TUGAS DAN FUNGSI
1. Tugas pokok
Pengadilan Negeri Pamekasan Kelas 1B merupakan lingkungan peradilan umum
tingkat pertama di bawah Pengadilan Tinggi Surabaya di Jawa Timur yang menjadi
kawal depan (Voorj post) Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana
kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna
menegakkan Hukum dan Keadilan Pengadilan Negeri Pamekasan Kelas IB sebagai
Pengadilan Tingkat Pertama, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa,
memutus perkara yang masuk di tingkat pertama.
2. Fungsi
Adapun fungsi dari Pengadilan Negeri Pamekasan Kelas 1B antara lain:
a) Fungsi mengadili
- Menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara;
- Mengajukan berkas perkara yang mengajukan upaya hukum ke tingkat
Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK);
- Melaksanakan putusan (eksekusi) terhadap putusan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap.
b) Fungsi nasehat dan pengawasan
- Pengadilan Negeri dapat memberi nasehat atau pertimbangan- pertimbangan
dalam bidang hukum kepada lembaga pemerintah daerah lembaga lain yang
meminta (undang-Undang No. 48 tahun 2009).
- Melakukan pengawasan terhadap para narapidana yang ada di Rutan/
Lembaga Pemasyarakatan di wilayah hukumnya.
c) Fungsi Administratif
Pengadilan Negeri wajib mempertanggungjawabkan secara organisator,

administratif dan finansial kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.
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d) Fungsilain
Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus
perkara berdasarkan Undang-Undang No. 4 tahun 2004 dan No. 5 tahun 2004,
Pengadilan Negeri dapat diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan

Undang-Undang.

ORGANISASI PENGADILAN NEGERI PAMEKASAN
Bentuk organisasi Pengadilan Negeri diatur dalam berbagai peraturan
perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985, tentang Mahkamah
Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang
Mahkamah Agung, serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005
tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung serta berdasarkan Perma 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, Struktur Pengadilan
Negeri Pamekasan Kelas IB terdiri dari:
1. Ketuadan Wakil Ketua
Adalah Hakim/pejabat negara yang sekaligus pimpinan Pengadilan Negeri yang
dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009.
2. Hakim
Melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman di daerah hukumnya.
3. Panitera
Adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya
berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Negeri, yang mempunyai tugas
melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta
menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.
4. Sekretaris
Adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri, yang
mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan dibidang administrasi,
organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan
Pengadilan Negeri.
5. Panitera Muda Perdata
Adalah pejabat Struktural/Fungsional yang bertugas membantu Hakim dalam

persidangan dan melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata.
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10.

11.

12.

Panitera Muda Pidana

Adalah pejabat Struktural/Fungsional yang bertugas membantu Hakim dalam
persidangan dan melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana.
Panitera Muda Hukum

Adalah pejabat Fungsional yang bertugas membantu Hakim dalam persidangan
dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, penataan
arsip perkara serta pelaporan.
Panitera Pengganti

Adalah pejabat fungsional yang mempunyai tugas memberikan dukungan atas
terselenggaranya pelaksanaan persidangan, baik pada pengadilan tingkat pertama
maupun pengadilan tingkat banding.
Jurusita dan Jurusita Pengganti

Adalah pejabat fungsional yang bertugas melaksanakan perintah Ketua
Pengadilan  untuk  menyampaikan surat-surat panggilan, pemberitahuan,
pengumuman-pengumuman dan mewakili Panitera untuk melaksanakan Eksekusi
sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.
Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan

Adalah pejabat Struktural yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
bahan pelaksanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan
statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.
Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana

Adalah pejabat Struktural yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.
Subbagian Umum dan Keuangan

Adalah pejabat Struktural yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan,

keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.
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BAB I
PERENCANAAN DAN
PENETAPAN KINERJA

RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pamekasan Tahun 2020-2024 merupakan
komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana
dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian,
pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk
mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman
dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Pamekasan diselaraskan dengan arah kebijakan
dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan pembangunan Nasional yang
telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun
2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka menengah (RPJM) tahun 2020-2024, sebagai
pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengadilan
dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020-2024.

1. Visi dan Misi
Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan
yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan
Negeri Pamekasan, adapun visi dari Pengadilan Negeri Pamekasan yaitu:

VISI

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Pamekasan Yang Agung”

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang
ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.
Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, Pengadilan Negeri Pamekasan

menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan yaitu:
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MISI

1. Menerima perkara dengan tertib dan mengatasi segala hambatan atau
rintangan atau rintangan sehingga tercapai pelayanan penerimaan perkara
secara cepat dan tepat sebagai bentuk pelayanan prima ;

2. Memeriksa perkara dengan seksama dan sewajarnya sehingga tercapai
persidangan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;

3. Memutuskan perkara dengan tepat dan benar sehingga tercapai
putusan/penetapan yang memenuhi rasa keadilan dan dapat dilaksanakan
serta memberikan kepastian hukum.

Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi
yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun.
Adapun tujuan strategis yang ditetapkan Pengadilan Negeri Pamekasan adalah sebagai
berikut:

1. Memberikan pelayanan publik terbaik kepada para pencari keadilan sehingga
pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi;

2. Meningkatkan Acces To Justice bagi seluruh masyarakat sehingga seluruh
masyarakat dapat menjangkau dan menerima layanan pengadilan;

3. Meningkatkan Kepercayaan publik terhadap kinerja Pengadilan Negeri Pamekasan
sehingga kepercayaan publik terhadap Pengadilan Negeri Pamekasan dapat
ditingkatkan.

Dengan diformulasikannya tujuan strategis, Pengadilan Negeri Pamekasan
akan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi
dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun ke
depan dan memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah
dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan
dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan dari tahun 2020
sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri
Pamekasan adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel;

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;

3. Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan;
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4. Meningkatkan Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan.
3. Program Utama dan Kegiatan Pokok
Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai visi misi Pengadilan
Negeri Pamekasan ditentukan oleh penyediaan anggaran dari tahun ke tahun
melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Pada Tahun Anggaran 2019
Satuan Kerja Pengadilan Negeri Pamekasan menerima anggaran Rp.
9.984.700.000,- (Sembilan Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tujuh
Ratus Ribu Rupiah) yang didalamnya terdapat 2 (dua) DIPA dengan pagu masing-
masing sebagai berikut:
a. DIPA No. SP DIPA-005.01.2.098391/2019, yang terdiri dari 2 (dua) program,
vaitu:
=  Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung -------------- Rp. 7.942.421.000,-

=  Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur Mahkamah Agung Rp. 1.962.419.000,-
b. DIPA No. SP DIPA-005.03.2.099165/2019, yang terdiri dari 1 (satu) program,
yaitu:

=  Program Peningkatan Manajemen

Peradilan Umum Rp. 79.860.000,-

Jumlah(a+b) Rp. 9.984.700.000,-

Dari Program yang utama sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Negeri Pamekasan Tahun Anggaran
2019 dalam pelaksanaannya diuraikan dalam beberapa kegiatan pokok yang
merupakan satu kesatuan dari Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja Pengadilan

Negeri Pamekasan yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Mahkamah Agung
Dari program ini dengan anggaran yang tersedia pada tahun 2019
di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Pamekasan dipergunakan untuk:
a. Peningkatan pengelolaan layanan sistem informasi terintegrasi;
b. Peningkatan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan

SDM berdasarkan parameter objektif;
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Peningkatan pengelolalaan pelaporan keuangan yang transparan dan
Peningkatan kualitas rencana program dan anggaran serta organisasi tata
laksana secara transparan, efektif dan efesien;

Peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan

Penyelenggaraan Pelayanan Pimpinan;

C.
akuntabel;
d.
e.
peradilan;
f.
g.

Peningkatan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha, rumah tangga

dan dinas sikap mental.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Dari program ini dengan anggaran yang tersedia pada tahun 2019

di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Pamekasan dipergunakan untuk:

a.

Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung

pelayanan peradilan.

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Dari program ini dengan anggaran yang tersedia pada tahun 2019

di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Pamekasan dipergunakan untuk:

a. Penyelenggaraan penyelesaian administrasi perkara yang sederhana,
tepat waktu, transparan dan akuntabel;
b. Penyelenggaraan pelaksanaan pelayanan peradilan umum;
c. Penyelenggaraan pembinaan tenaga teknis peradilan umum;
d. Penyelenggaraan Tata Laksana Perkara Kasasi, PK dan Grasi
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran

strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama

dengan digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2.1 Hubungan Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama

NO

KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA

Terwujudnya Proses Peradilan

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan:

b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat
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yang Pasti, Transparan dan waktu

Akuntabel c. Persentase perkara yang tidak mengajukan
upaya hukum:

— Banding

— Kasasi

- PK

d. Persentase perkara pidana anak yang
diselesaikan dengan diversi

e. Presentase Putusan yang dipublikasikan ke
dalam Website

f. Index responden pencari keadilan yang puas
terhadap layanan peradilan

2. Peningkatan Efektivitas | a. Persentase penyelesaian minutasi perkara
Pengelolaan Penyelesaian tahun berjalan
Perkara b. Persentase Salinan Putusan Yang

Disampaikan kepada Para Pihak Tepat Waktu

c. Persentase Perkara Yang Diselesaikan melalui

Mediasi
3. Meningkatkan Akses Peradilan | a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan
bagi Masyarakat Miskin dan | b.Persentase perkara yang diselesaikan di luar
Terpinggirkan gedung Pengadilan

c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair)
Identitas Hukum

d. Persentase Pencari Keadilan Golongan
Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan
Hukum (Posbakum)

4, Meningkatkan Kepatuhan | Persentase Putusan Perkara Perdata vyang
terhadap Putusan Pengadilan | ditindaklanjuti (dieksekusi)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Pamekasan tahun 2019 merupakan
tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2019. Perjanjian kinerja
disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2019 yang disusun pada
awal tahun 2019. Namun dengan adanya review renstra 2015-2019 dari Indikator
Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pamekasan pada awal tahun 2019, maka
Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Pamekasan tahun 2019 menyelaraskan

sasaran-sasaran hasil reviu.
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Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Pengadilan Negeri Pamekasan (Reviu)

NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA TARGET
Terwujudnya Proses a. Persentase sisa perkara yang 100 %
Peradilan yang Pasti, diselesaikan:

Transparan dan Akuntabel | b. Persentase perkara yang
diselesaikan tepat waktu 100 %
c. Persentase perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum:
- Banding 100 %
- Kasasi
- PK
d. Persentase perkara pidana anak
yang diselesaikan dengan diversi 100 %
e. Presentase Putusan yang
dipublikasikan ke dalam Website 100 %
f. Index responden pencari keadilan
yang puas terhadap layanan 75 %
peradilan
Peningkatan Efektivitas a. Persentase penyelesaian minutasi
Pengelolaan Penyelesaian perkara tahun berjalan 100 %
Perkara
b. Persentase Salinan Putusan Yang
Disampaikan kepada Para Pihak 100 %
Tepat Waktu
c. Persentase Perkara Yang 5 o
Diselesaikan melalui Mediasi
Meningkatkan Akses a. Persentase Perkara Prodeo yang 100 %
Peradilan bagi Masyarakat diselesaikan
Miskin dan Terpinggirkan b. Persentase perkara yang
diselesaikan di luar gedung 100 %
Pengadilan
c. Persentase Perkara Permohonan
(Voluntair) Identitas Hukum 100%
d. Persentase Pencari Keadilan
Golongan Tertentu yang
mendapat Layanan Bantuan 100%
Hukum (Posbakum)
Meningkatkan Kepatuhan
terhadap Putusan Persen.t?se Putusan' Pe'rkara Pe.rdata 100 %
. yang ditindaklanjuti (dieksekusi)
Pengadilan
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BAB Il
AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Pamekasan tahun 2019
dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing
indikator kinerja sasaran. Rincian tingkat capaian kinerja masing - masing indikator kinerja
tersebut dapat dilihat pada tabel 3.1 dibawah.

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target indikator kinerja
sasaran, namun demikian juga terdapat beberapa indikator kinerja sasaran yang belum
berhasil diwujudkan pencapaian targetnya pada tahun 2019 ini. Dari target sasaran
strategis yang diuraikan dalam Penetapan Kinerja dan target indikator kinerja yang belum
berhasil diwujudkan tersebut Pengadilan Negeri Pamekasan telah melakukan beberapa

analisis dan evaluasi agar terdapat perbaikan dimasa yang akan datang.

A. PENGUKURAN KINERJA

Table 3.1 Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2019

NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA TARGET | REALISASI | CAPAIAN
1. Terwujudnya a. Persentase sisa perkara yang
Proses diselesaikan: 100 % 100 % 100 %
Peradilan yang
Pasti b. Persentase perkara yang
' i i 100 % 89,28% | 89,28 %
Transparan dan diselesaikan tepat waktu ° 0 °
Akuntabel c. Persentase perkara yang tidak

mengajukan upaya hukum:

- Banding 100 % 87,81 % 87,81 %

- Kasasi
- PK

d. Persentase perkara pidana
anak yang diselesaikan dengan | 100% 0% 0%
diversi

e. Presentase Putusan yang
dipublikasikan ke dalam 100 % 100 % 100 %
Website
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f. Index responden pencari
keadilan yang puas terhadap 80 % 81% 81 %
layanan peradilan
Peningkatan a. Persentase penyelesaian
Efektivitas minutasi perkara tahun 100 % 100 % 100 %
Pengelolaan berjalan
Penyelesaian b. Persentase Salinan Putusan
Perkara Yang Disampaikan kepada Para | 100 % 100 % 100 %
Pihak Tepat Waktu
c. Persentase Perkara Yang
Diselesaikan melalui Mediasi 5% 0% 0%
Meningkatkan a. Persentase Perkara Prodeo
Akses Peradilan yang diselesaikan 100 % 0% 0 %
bagi b. Persentase perkara yang
Masyarakat diselesaikan di luar gedung 100 % 0% 0 %
Miskin dan Pengadilan
Terpinggirkan c. Persentase Perkara
Permohonan (Voluntair) 100 %
Identitas Hukum 0% 0 %
d. Persentase Pencari Keadilan
Golongan Tertentu yang 100 %
mendapat Layanan Bantuan 100 % 100 %
Hukum (Posbakum)
Meningkatkan
Kepatuhan Persentase Putusan Perkara 100%
terhadap Perdata yang ditindaklanjuti 100 % 100 %
Putusan (dieksekusi)
Pengadilan
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ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Analisis pencapaian kinerja pada dasarnya diarahkan untuk mengukur
tingkat capaian kinerja dari setiap pernyataan kinerja sasaran strategis pada
dokumen perjanjian kinerja. Analisis capaian kinerja 4 (empat) sasaran strategis
yang telah diuraikan dalam perjanjian kinerja Pengadilan Negeri Pamekasan Tahun

2016 adalah sebagai berikut :

SASARAN

STRATEGIS

01 Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Pencapaian target indikator kinerja atas sasaran strategi ini dapat

digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 3.2 Pencapaian Target Indikator Kinerja atas Sasaran Strategis
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI | CAPAIAN
1. Persentase sisa perkara yang 100 % 100 % 100 %
diselesaikan:
2. Persentase perkara yang diselesaikan 100 %
tepat waktu ° 89,28 % 89,28 %

3. Persentase perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum:

— Banding 100 % 87,81 % 87,81 %
— Kasasi
- PK
H 0,
4. Persentase perkara pidana anak yang 100 % 0% 0%

diselesaikan dengan diversi

5. Persentase Putusan yang dipublikasikan 100 %

0, [)
ke dalam Website 100 % 100 %

6. Index responden pencari keadilan yang 75 %

29 29
puas terhadap layanan peradilan 82% 82%
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Berdasarkan tabel 3.2 di atas, dapat dijelaskan bahwa Sasaran Strategis
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel mempunyai 6

(enam) indikator kinerja yaitu :

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
Pada tahun 2019 Pengadilan Negeri Pamekasan memiliki sisa perkara
perdata tahun 2018 sebanyak 10 perkara yakni 2 perkara perdata gugatan. Sedangkan
sisa perkara pidana tahun 2018 sebanyak 8 perkara yakni 8 perkara pidana biasa
Seluruh sisa perkara tahun 2018 tersebut telah diputus pada tahun 2020.
Artinya jumlah perkara yang tersisa atau belum diputus pada tahun 2018 telah

diselesaikan pada tahun 2019. Hal ini dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.3 Rincian Sisa Perkara Tahun 2018 yang diselesaikan
Pada Tahun 2019 di Pengadilan Negeri Pamekasan

SISA TAHUN PUTUS TAHUN

NO PERKARA 2018 2019
1. Perdata Gugatan 2 2
2. Perdata Gugatan Sederhana NIHIL NIHIL
3. Perdata Permohonan NIHIL NIHIL
4, Pidana Biasa 8 8
5. Pidana Khusus Anak NIHIL NIHIL
6. Pra Peradilan NIHIL NIHIL
7. Pidana Singkat NIHIL NIHIL
8. Pidana Cepat NIHIL NIHIL
9. Pidana Lalu Lintas NIHIL NIHIL

Total 10 10

Reali L Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan X 100%
ealisasi = Jumlah Sisa Perkara yang harus diselesaikan °

- Realisasi sisa perkara perdata yang diselesaikan = 1—2 X 100 % =100%
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b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

Berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014 tentang

penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding 4

(empat) lingkungan peradilan disebutkan bahwa penyelesaian perkara pada

Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 bulan. Dimana

ketentuan wajktu tersebut termasuk penyelesaian minutasi.

Berdasarkan table 3.4, pada tahun 2019 sebanyak 420 perkara menjadi

tanggungan perkara yang harus diselesaikan pada Pengadilan Negeri

Pamekasan. Terdiri dari 410 perkara masuk ditambah 10 perkara sisa tahun

2018. Dari jumlah tersebut, 375 perkara telah diselesaikan dan diminutasi

tepat waktu (kurang dari atau sama dengan 5 bulan). Sehingga jumlah perkara

yang diselesaikan/ diputus tepat waktu mencapai 91,46 %.

Tabel 3.4 Rekapitulasi perkara perdata tahun 2019

Jumlah Perkara yang ada

Realisasi total perkara yang diselesaikan tepat waktu:

375

— X 100% = 89,28%

420

Sisa Masuk Sisa
No Jenis Perkara Tahun | Tahun Putus Tahun
2018 2019 2019
1 Pidana Biasa 8 248 223 33
2 Pidana Cepat 0 22 22 0
3 Pidana Singkat 0 0 0 0
4 Pidana Khusus Anak 0 6 4 2
5 Praperadilan 0 5 3 2
JUMLAH PERKARA PIDANA 8 281 252 37
1 Gugatan 2 22 16 8
2 Permohonan - 99 99 0
3 Gugatan Sederhana - 8 8 0
JUMLAH PERKARA PERDATA 2 129 123 8
TOTAL 10 410 375 45
. . Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan
Realisasi = X 100%
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¢. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

Pada tahun 2019 jumlah perkara perdata gugatan dan Pldana (Biasa dan

anak) yang diputus sebanyak 197, terdiri dari :

- 22 perkara perdata gugatan . Lihat tabel 3.6.

- 184 perkara pidana (biasa + anak). Lihat tabel 3.6

Tabel 3.6 Rekapitulasi Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK

Jumlah Mengajukan Upaya Tidak Mengajukan
Perkara
putusan Hukum Upaya Hukum
1 2 3 4
Perdata 22 5 17
Pidana 184 19 165
Jumlah 197 24 173

Dari jumlah keseluruhan perkara perdata dan pidana (biasa dan anak)

yang diputus pada tahun 2019 yakni 197 perkara, dan pihak yang tidak mengajukan

upaya hukum sebanyak 173 perkara.

Adapun alasan para pihak tidak mengajukan upaya hukum banding

sebagai berikut:

1.

Karena upaya hukum merupakan hak dari para pihak, jika putusan majelis
hakim sudah dianggap adil bagi mereka maka mereka tidak akan melakukan
upaya hukum sebaliknya jika putusan majelis dianggap tidak memenuhi
unsur keadilan baginya, maka mereka akan melakukan upaya
hukum/menggunakan haknya;

Putusan majelis hakim dapat diterima oleh semua pihak karena telah

memenuhi rasa keadilan.

Reali . Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum % 100%
ealtsast = Jumlah Putusan Perkara ’

Keterangan:

- Upaya hukum = Banding, Kasasi, PK

- Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka
semakin puas atas putusan pengadilan

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :

173 X 100% = 87,81%
197 0o =87,81%
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d. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari
proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana, sebagaimana
disebut dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak (“UU SPPA”). UU SPPA secara substansial telah
mengatur secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversi yang
dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan
sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan
dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke lingkungan sosial secara
wajar. Demikian antara lain yang disebut dalam bagian penjelasan Umum UU
SPPA.

Diversi secara tegas disebut dalam Pasal 5 Ayat (3) bahwa dalam
Sistem Peradilan Pidana Anak wajib diupayakan diversi. Pasal 8 ayat (1) UU
SPPA juga telah mengatur bahwa proses diversi dilakukan melalui musyawarah
dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang
tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional
berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.

Diversi ini bertujuan untuk (Pasal 6 UU SPPA) :

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;

2. Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan;
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan

5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara
Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi sebagaimana disebut
dalam Pasal 7 ayat (1) UU SPPA. Diversi itu hanya dilaksanakan dalam hal
tindak pidana yang dilakukan [Pasal 7 ayat (2) UU SPPA]:

1. Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun; dan
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2. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat
sebagai berikut:

1. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan

2. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh)

tahun atau lebih.

Dari keseluruhan jumlah perkara pidana anak yang masuk tahun
2019 tidak ada satupun perkara yang memenuhi syarat dilaksanakan diversi
dikarenakan ancamannya di atas 7 tahun sehingga capaiannya 0 %.
Jumlah Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara diversi

R , P x 1009
ealisasi Jumlah Perkara Pidana Anak 00%

Catatan:
Diversi = anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan,
melainkan sebagai korban.

Realisasi persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan

diversi:

g X 100% = 0%

Presentase putusan yang dipublikasikan ke dalam website

Publikasi putusan yang terdapat dalam Pedoman Pelayanan
Informasi di Pengadilan (SK 1-144/KMA/SK/1/2011) bahwa untuk perkara yang
persidangannya dilakukan secara tertutup, pengadilan harus melakukan
penyamaran identitas pihak yang terkait dalam perkara sebelum putussan
dipublikasikan di Direktori Putusan. Identitas Penggugat, Tergugat, dan Anak
dalam perkara perceraian, demikian juga saksi korban dalam perkara anak
harus dilakukan anonimisasi sebelum di upload ke Direktori Putusan.

Dengan diluncurkannya SIPP versi 3.3.0-1 publikasi putusan
menjadi lebih mudah hanya dengan melakukan satu klik. Bahkan telah

disediakan fitur untuk memasukkan putusan anomisasi bagi putusan yang
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harus disembunyikan identitas para pihak ataupun identitas-identitas lain yang
perlu disamarkan.

Pada Pengadilan Negeri Pamekasan dari keseluruhan 375 perkara
yang telah diputus dan telah diinput kedalam SIPP lokal secara otomatis akan
terupdate kedalam SIPP website Pengadilan Negeri Pamekasan yang dapat
dilihat pada alamat sipp.pn-pamekasan.go.id dan direktori putusan Mahkamah

Agung www.putusan.mahkamahagung.go.id.

. . Jumlah Perkara yang dipublikasi
Realisasi = x 100%
Jumlah Perkara yang putus

Realisasi persentase putusan yang dipublikasikan kedalam website :
375
375 X 100% = 100%
Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Index responden pencari keadilan yang puas terhadap laanan
peradilan diukur berdasarkan Peraturan Kementrian Pendayagunaan Aparatue
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman urvei
Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Sesuai Laporan survey pengguna kepuasan masyarakat pada
layanan di Pengadilan Negeri Pamekasan tanggal 1 Desember 2019 didapat
Index Kepuasan Masyarakat (IKM) pengguna layanan Pengadilan Negeri
Pamekasan sebesar 82% dari jumlah total 100 responden dan berada pada

kategori sangat baik.
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SASARAN Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
STRATEGIS

17]

Pencapaian target indikator kinerja atas sasaran strategi ini dapat

digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 3.7 Pencapaian Target Indikator Kinerja atas Sasaran Strategis
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI | CAPAIAN
1. Persentase penyelesaian minutasi
. 100 % 100 % 100 %

perkara tahun berjalan
2. Persentase Salinan Putusan Yang 100 % 100 % 100 %

Disampaikan kepada Para Pihak ° ? ?
3. Persentase Perkara Yang Diselesaikan

melalui Mediasi 5% 0% 0%

a. Presentase Penyelesaian Minutasi Perkara Tahun Berjalan
Ketua Mahkamah Agung Rl pada tanggal 13 Maret 2014 telah
menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Rl Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada

4 (Empat) Lingkungan Peradilan.

Pokok-pokok Surat Edaran dimaksud antara lain:

1. Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat
dalam waktu 5 (lima) bulan termasuk penyelesaian minutasi. Terhadap
sifat dan keadaan perkara tertentu yang penyelesaian perkaranya
memakan waktu lebih dari 5 bulan, maka Majelis Hakim yang menangani
perkara tersebut harus membuat laporan kepada Ketua Pengadilan Tingkat
Pertama dengan tembusan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tingkat

Banding dan Ketua Mahkamah Agung;
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2. Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat
dalam waktu 3 (tiga) bulan termasuk penyelesaian minutasi. Terhadap sifat
dan keadaan perkara tertentu yang penyelesaian perkaranya memakan
waktu lebih dari 3 bulan, maka Majelis Hakim yang menangani perkara
tersebut harus membuat laporan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding

dengan tembusan ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung;

3. Ketentuan tenggang waktu tersebut tidak berlaku terhadap perkaraperkara
khusus yang sudah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-

undangan;

Pada tahun 2019 perkara yang masuk dan sisa tahun 2018, perkara
yang telah diputus yaitu sebanyak 375 perkara secara keseluruhan telah
diminutasi (berdasarkan data SIPP tahun 2019) yang artinya capaiannya

mencapai 100 %.

Reali . Jumlah Isi putusan yang sudah diminutasi X 100%
ealisasi = Jumlah Perkara Putus ’

Persentase jumlah isi putusan yang sudah diminutasi:

184 100% = 100%
184 0 0

Persentase Salinan Putusan yang disampaikan kepada para pihak
Persentase Salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak Persentase
salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu mencapai
100%, dari 252 perkara pidana dan 123 perkara perdata yang telah diputus
pada tahun 2019 (l/ihat tabel 3.4), salinan putusan telah disampaikan kepada
para pihak tepat waktu yaitu maksimal 14 hari kerja sejak putusan.

Jumlah Salinan Putusan yang dikirim tepat waktu

. P . 0
Realisasi Jumlah Putusan 100%
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Persentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak
tepat waktu:

375
375 X 100% = 100%
Indikator Kinerja Persentase Perkara Yang Diselesaikan melalui Mediasi

Perkara perdata gugatan yang diselesaikan melalui mediasi pada
tahun 2019 sebanyak O dari 22 perkara gugatan yang dilakukan mediasi
hanya 1 perkara yang berhasil mediasi/akta perdamaian. Jadi realisasinya
mencapai 0%. Padahal untuk lebih mengoptimalkan penyelesaian perkara
melalui mediasi, Mahkamah Agung telah merancang revisi Perma Nomor 1
Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Lalu kemudian
dikeluarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 3 Februari 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Beberapa hal baru yang diatur dalam Perma Mediasi ini adalah
mengenai ketentuan mediasi dijalankan dengan iktikad baik. Jika penggugat
tidak beriktikad baik dalam mediasi, maka perkaranya dinyatakan tidak dapat
diterima oleh majelis hakim. Sedangkan jika tergugat yang tidak beriktikad
baik, maka ia akan dihukum untuk membayar biaya mediasi. Selain itu, aturan
baru lainnya adalah mengenai kesepakatan sebagian yang dianggap sebagai
keberhasilan mediasi. Jangka waktu pelaksanaan mediasi juga sekarang
ditentukan menjadi 30 hari dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan
sampai 30 hari berikutnya. Keterlibatan tokoh masyarakat dan kemungkinan
pejabat pengadilan non-hakim untuk menjadi mediator juga diakomodasi
dalam Perma ini.

Perma ini diharapkan dapat meningkatkan akses terhadap keadilan
bagi masyarakat melalui penyelesaian sengketa, sebagai salah satu alternative
penyelesaian sengketa yang saling menguntungkan kedua belah pihak melalui
mediasi di pengadilan. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan
mediasi yang lebih berdaya guna dan mampu meningkatkan keberhasilan

mediasi, pada tanggal 17 Juni 2016 KMA mengeluarkan SK KMA Nomor
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108/KMA/SK/V1/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan. SK KMA ini
mengandung berbagai instrumen dan petunjuk teknis yang detail mengenai
pelaksanaan mediasi. Diharapkan dengan terbitnya aturan terkait mediasi

tersebut, tingkat keberhasilan mediasi dapat meningkat.

Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu

Realisasi =

Jumlah Putusan

Realisasi persentase perkara Yang Diselesaikan melalui mediasi:

0
— X 100% = 0%

22

X 100%

SASARAN

STRATEGIS
03 Terpinggirkan

Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan

Pencapaian target indikator kinerja atas sasaran strategi ini dapat

digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 3.9 Pencapaian Target Indikator Kinerja atas Sasaran Strategis

Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

INDIKATOR KINERJA TARGET | REALISASI | CAPAIAN
a. Persentase Perkara Prodeo yan
. . yane 100 % 100 % 100 %
diselesaikan
b. Persentase perkara yang diselesaikan di
P yane 100 % 0% 0%
luar gedung Pengadilan
c. Persentase Perkara Permohonan
0 100 % 0
(Voluntair) 1dentitas Hukum 100 % 100 %
d. Persentase Pencari Keadilan Golongan
Tertentu yang mendapat Layanan 100 % 100 % 100 %
Bantuan Hukum (Posbakum)

Untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan terutama

bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, Pengadilan Negeri Pamekasan sebagai

Badan Peradilan yang berada di Bawah Mahkamah Agung Rl berupaya keras untuk
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memberikan solusi yang berkeadilan bagi masyarakat pencari keadilan melalui
indikator-indikator di bawah ini:
a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan
Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2014 penerima layanan
pembebasan biaya perkara adalah setiap orang atau sekelompok orang yang
tidak mampu secara ekonomi dengan dibuktikan surat keterangan dari instansi
yang berwenang. Layanan pembebasan biaya perkara diberikan sepanjang
ketersediaan anggaran di pengadilan.
Pengadilan Negeri Pamekasan memiliki anggaran Pembebasan
Biaya Perkara/prodeo dengan anggaran pada tahun anggaran 2019 sebesar
Rp. 0,-. Namun ada 1 perkara prodeo yang masuk ditahun 2019 dan termasuk
di kategorikan perkara prodeo murni hal itu di sebebkan karena tidak adanya

biaya dalam DIPA.

. . Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan
Realisasi = X 100%
Jumlah perkara prodeo

Catatan:
Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum
bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan

Presentase Perkara Prodeo yang diselesaikan :

1
1 X 100% = 100%

b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan

Pada tahun 2019 Pengadilan Negeri Pamekasan tidak terdapat

perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan sehingga realisasinya 0%.

Jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan

fi o
Realisasi Jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar x 100%

gedung Pengadilan

Catatan:

=  Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum bagi
Masyarakat tidak mampu di Pengadilan

=  Diluar gedung Pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor Pengadilan (zetting
plaatz, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)

0
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Presentase Perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum
Pada tahun 2018 Pengadilan Negeri Pamekasan menerima dan
memutus 99 perkara volunteer yang didaftarkan melalui kepaniteraan

perdata.

i . Jumlah perkara voluntair
Realisasi = x 100%
Jumlah perkara prodeo

Catatan:
Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum
bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan

Presentase Perkara Prodeo yang diselesaikan :

2 X 100% = 100%

99
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan
Bantuan Hukum (Posbakum)

Posbakum di Pengadilan memberikan manfaat yang sangat besar
bagi para pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu karena
melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa
informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum
berupa surat gugatan yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara di
pengadilan.

Pemberian layanan melalui Posbakum Pengadilan ini mengalami
dinamika peningkatan dan penurunan jumlah layanan dari tahun ke tahun.
Pengadilan Negeri Pamekasan dalam rangka memberikan layanan hukum telah
menyediakan ruangan khusus posbakum dan ada Pengacara/Advokat yang
piket setiap harinya. Sehingga masyarakat pencari keadilan dapat langsung

mendapatkan layanannya.

Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu
yang Mendapatkan layanan Bantuan Hukum
Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu

Realisasi = x 100%

Catatan:

= Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum bagi
Masyarakat tidak mampu di Pengadilan

=  Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (Marjinal)

37 100% = 100%
— X —
37 0 0
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SASARAN

STRATEGIS
04 Meningkatkan Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan

Pencapaian target indikator kinerja atas sasaran strategi ini dapat

digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 3.10 Pencapaian Target Indikator Kinerja atas Sasaran Strategis
Meningkatkan Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI | CAPAIAN

1. Persentase Putusan Perkara Perdata

0, 0, (o)
yang ditindaklanjuti (dieksekusi) 100 % 0% 0%

1. Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)
Kepatuhan terhadap putusan pengadilan dapat diukur dari jumlah
putusan yang dilaksanakan tanpa adanya eksekusi. Permohonan eksekusi
muncul akibat ketidakpatuhan salah satu pihak sehingga semakin sedikit
permohonan eksekusi maka kepatuhan terhadap putusan pengadilan semakin
tinggi.
Adapun hal - hal yang menjadi kendala sebagai berikut:
1. Upaya negosiasi damai diluar proses eksekusi

2. Adanya perlawanan dari pihak tereksekusi

Tabel 3.11 Rekapitulasi perkara perdata eksekusi

Sisa | Masuk Sisa
Keterangan Tahun | Tahun | Proses | Selesai | Cabut | Tahun
2018 | 2019 2020
Eksekusi Putusan 3 2 5 - - 5

Eksekusi Hak Tanggungan - - - - - -

Eksekusi Fidusia - - - - - R

Eksekusi Risalah Lelang - - - - - -

Eksekusi Arbitrasi - - - - - -
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Eksekusi P4-P (flat) - - - - - -

Eksekusi P4P/P4D - - - - - i,

Eksekusi Putusan
Hubungan Industrial

Reali . Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti % 100%
eattsast = Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT ’

Realisasi Persentase Meningkatkan Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan:

0
A X 100% = 0%

AKUNTABILITAS KEUANGAN

Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip — prinsip
penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-
kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Kementerian
Negara/ Lembaga. Belanja Pengadilan Negeri Pamekasan meliputi:
1. Belanja Pegawai;
2. Belanja Barang;
3. Belanja Modal.

yang rinciannya sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai

BELANJA PEGAWAI
511111 |Belanja Gaji Pokok PNS Rp 3,476,552,000 | Rp 3,476,551,580 | 100.00%| Rp 420
511119 |Belanja Pembulatan Gaji PNS Rp 49,000 | Rp 45,544 | 92.95%| Rp 3,456
511121 |Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS Rp 301,730,000 | Rp 301,729,904 | 100.00%| Rp 96
511122 |Belanja Tunjangan Anak PNS Rp 78,327,000 | Rp 78,326,272 | 100.00%| Rp 728
511123 |Belanja Tunjangan Struktural PNS Rp 36,400,000 | Rp 36,400,000 | 100.00%| Rp -
511124 |Belanja Tunjangan Fungsional PNS Rp 2,039,000,000 | Rp  2,039,000,000 | 100.00%| Rp -
511125 |Belanja Tunjangan PPh PNS Rp 235,240,000 | Rp 235,239,396 | 100.00%| Rp 604
511126 |Belanja Tunjangan Beras PNS Rp 165,915,000 | Rp 165,914,220 | 100.00%| Rp 780
511129 |Belanja Uang Makan PNS Rp 507,201,000 | Rp 507,201,000 | 100.00%| Rp -
511151 |Belanja Tunjangan Umum PNS Rp 27,625,000 | Rp 27,625,000 | 100.00%| Rp -

Jumlah Kegiatan 1066.994.001 Rp 6,868,039,000 | Rp 6,868,032,916 | 100.00%| Rp 6,084
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2. Belanja Barang

BELANJA BARANG DIPA 01
521111 |Belanja Keperluan Perkantoran Rp 372,200,000 | Rp 339,274,305 91.15%| Rp 32,925,695
521114 |Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat Rp 10,020,000 | Rp 7,962,500 79.47%| Rp 2,057,500
521115 |Belanja Honor Operasional Satuan Kerja Rp 56,760,000 | Rp 56,760,000 | 100.00%| Rp -
521119 |Belanja Barang Operasional Lainnya Rp 13,210,000 | Rp 13,071,715 98.95%| Rp 138,285
521811 |Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi Rp 55,900,000 | Rp 54,293,260 97.13%| Rp 1,606,740
522111 |Belanja Langganan Listrik Rp 129,600,000 [Rp 126,735,710 | 97.79%|Rp 2,864,290
522112 |Belanja Langganan Telepon Rp 900,000 | Rp 543,651 60.41%| Rp 356,349
522113 |Belanja Langganan Air Rp 2,592,000 | Rp 1,706,800 65.85%| Rp 885,200
522141 |Belanja Sewa Rp 50,904,000 | Rp 50,903,111 | 100.00%| Rp 889
523111 |Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp 148,725,000 | Rp 148,687,000 99.97%| Rp 38,000
523119 |Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya Rp 9,600,000 | Rp 9,578,000 99.77%| Rp 22,000
523121 |Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp 153,651,000 | Rp 153,628,034 |  99.99%| Rp 22,966
Jumlah Kegiatan 1066.994.002 Rp 1,004,062,000 | Rp 963,144,086 95.92%| Rp 40,917,914
524111|Belanja Perjalanan Biasa Rp 70,320,000 | Rp 68,843,928 97.90%| Rp 1,476,072
Jumlah Kegiatan 1066.006.051 Rp 70,320,000 | Rp 68,843,928 97.90%| Rp 1,476,072
BELANJA BARANG DIPA 03 (Rp. 79.860.000)
522151 |Belanja Jasa Konsutan Rp 28,800,000 | Rp 28,800,000 [ 100.00%| Rp -
521114 |Belanja Pengiriman Surat Dians Pos Pusat Rp 850,000 | Rp 691,500 | 81.35%| Rp 158,500
521211 |Belanja Bahan Rp 23,690,000 | Rp 23,676,000 99.94%| Rp 14,000
521811 |Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi Rp 16,520,000 | Rp 16,496,500 | 99.86%| Rp 23,500
524113 |Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp 10,000,000 | Rp 10,000,000 | 100.00%| Rp -
Jumlah Kegiatan 1049 Rp 51,060,000 | Rp 50,864,000 | 99.62%| Rp 196,000
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3. Belanja Modal.

BELANJA MODAL
532111 |Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp 62,500,000 | Rp 61,875,000 99.00%| Rp 625,000
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan
533121 B Rp 1,899,919,000 | Rp 1,801,910,750 94.84%| Rp 98,008,250
angunan
Jumlah Kegiatan 1066.994.011 Rp 1,962,419,000 | Rp 1,863,785,750 | 94.97%| Rp 98,633,250
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BAB IV
PENUTUP

KESIMPULAN

Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LKjIP) tahun 2019 yang
memuat laporan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Kabupaten Pamekasan
selama kurun waktu tahun 2019 yang dituangkan dalam 6 target sasaran. Laporan
Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dari Pengadilan Negeri Pamekasan
merupakan suatu perwujudan transparansi dan akuntabelnya lembaga peradilan,
karena pada Laporan Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini
melaporkan suatu capaian kinerja (Performance Result) selama tahun 2019
dibandingkan dengan rencana kerja (Performance Plan) yang mengacu pada
Rencana Strategis (Strategic Plan) Tahun 2015-2019.

Dengan menganalisa kinerja Pengadilan Negeri Pamekasan tahun 2019
maka diharapkan adanya suatu langkah nyata untuk meningkatkan kualitas kinerja
lembaga Pengadilan Negeri Pamekasan sebagai institusi yang berada di bawah
Mahkamah Agung Republik Indonesia yang lebih berwibawa, mandiri dan hasil
putusannya yang lebih mencerminkan rasa keadilan. Meningkatnya kualitas
kinerja Pengadilan Negeri Pamekasan akan terlaksana apabila unit-unit dan
komponen pendukungnya saling mengisi, terencana, tersistimatis dan terprogram
secara komprehensif.

Pada penulisan Laporan Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Pengadilan Negeri Pamekasan tahun 2019, secara umum disimpulkan bahwa
target sasaran Pengadilan Negeri Pamekasan mencapai rata-rata diatas 90%,
namun demikian masih ada beberapa kinerja yang belum maksimal, walaupun
begitu beberapa target sasaran telah mencapai 100%.

Dengan diterbitkan Laporan Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP) Pengadilan Negeri Pamekasan tahun 2019, diharapkan bisa terlihat kinerja

Pengadilan Negeri Pamekasan secara transparan dan akuntabel sehingga bisa
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menjadi patokan pencapaian kinerja lembaga Pengadilan Negeri Pamekasan pada

tahun yang akan datang.

SARAN - SARAN
1. Alokasi dana untuk kegiatan pokok harus sesuai dengan RKA-KL yang diajukan
sehingga hasil yang diharapkan dapat terwujud;

2. Perlu penambahan jumlah pegawai dan pelatihan pegawai yang sudah ada secara
terus menerus;

3. Adanya Sosialisasi tentang petunjuk penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP) sehingga terdapat persamaan persepsi dalam penyusunan

laporan.
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STRUKTUR ORGANISASI PADA PENGADILAN NEGERI PAMEKASAN KELAS IB
(berdasarkan PERMA No 7 Tahun 2015)
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REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
TAHUN 2019

PENGADILAN NEGERI PAMEKASAN KELAS | B

JL. P. TRUNOJOYO NO. 397 PAMEKASAN 69371
Telp. (0324) 322431 Fax. (0324) 322431
Website : www.pn-pamekasan.go.id E-mail : pnpamekasan@yahoo.co.id


http://www.pn-pamekasan.go.id/

PENGADILAN NEGERI PAMEKASAN KELAS 1B
JALAN P. TRUNOJOYO No. 397 PAMEKASAN 69371
Telp. 0324-322431 Fax. 0324-322431
Website : www.pn-pamekasan.go.id Email : pnpamekasan@yahoo.co.id

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pertama

Kedua

SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI PAMEKASAN KELAS IB
NOMOR: W14-U7/304/KU.01/SK/2/2020

TENTANG
REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI PAMEKASAN KELAS IB

KETUA PENGADILAN NEGERI PAMEKASAN KELAS 1B

1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang
Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;

2. Bahwa dengan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
Tahun 2020-2024 maka Pengadilan Negeri Pamekasan Kelas IB perlu menetapkan
Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU).

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Undang-undang NomoR 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-
undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Presiden Nomor: 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;

6. Permenpan Nomor: 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PAMEKASAN KELAS IB TENTANG REVIU
INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI PAMEKASAN KELAS IB.

Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini
merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Pamekasan, untuk
menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran,
menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta
melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Stategis
Pengadilan Negeri Pamekasan 2020-2024.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja
dilakukan oleh setiap pimpinan satuan kerja dan disampaikan kepada Sekretaris
Mahkamah Agung.



Ketiga : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanan keputusan/peraturan ini,

Inspektorat Pengawas Bidang Badan Pengawasan diberikan tugas untuk:

a. Melakukan review atas capaian kinerja setiap satuan kerja dalam rangka
meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas
kinerja;

b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini dan melaporkan kepada
Sekretaris Mahkamah Agung.

Keempat . Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkandi :Pamekasan
PadaﬂTgnggal : 13 Februari 2020

TRy




Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Kelas IB

Nomor
Tanggal

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI PAMEKASAN KELAS IB

: W14-U7/304/KU.01/SK/2/2020
: 13 FEBRUARI 2020

NO | KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN PENfAI\\lAC/;f;NG SUMBER DATA
1. | Terwujudnya a. Persentase sisa perkara yang Panitera Laporan Bulanan
Peradilan yang Pasti, diselesaikan Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan x 100% dan
Transparan dan Jumlah Sisa Perkara yang harus diselesaikan Laporan Tahunan

Akuntabel
Catatan:
e  Kriteria Sisa Perkara mengacu pada SK KMA No. 214/KMA/SK/XI1/2014 tanggal 31
Desember 2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara di Mahkamah Agung
e Surat edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13
Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat
Banding Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan
e  Sisa perkara tahun sebelumnya
b. Persentase perkara yang Panitera Laporan Bulanan
diselesaikan tepat waktu Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu dan
Jumlah Perkara yang harus diselesaikan x 100% Laporan Tahunan
Catatan:
e Jumlah perkara yang harus diselesaikan = jumlah perkara tahun berjalan ditambah sisa
perkara tahun sebelumnya
e Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan
c. Persentase perkara yang Panitera Laporan Bulanan

tidak mengajukan upaya
hukum :

- Banding

- Kasasi

- Peninjauan Kembali

Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

1 0,
Jumlah putusan perkara * 100%

Catatan:

Berdasarkan kitab undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka 12, upaya hukum adalah hak
terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan
atau banding

dan
Laporan Tahunan




Catatan:
Putusan yang sudah dipublikasi adalah putusan yang sudah diupload dalam website

. Persentase perkara pidana Panitera Laporan Bulanan
anak yang diselesaikan Jumlah Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan diversi 100% dan
dengan diversi Jumlah Perkara Pidana Anak X 0 Laporan Tahunan

Catatan:
Diversi = anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai
korban.

. Presentase Putusan yang Panitera Laporan
dipublikasikan ke dalam Jumlah Perkara yang dipublikasi X 100% Semesteran
Website Jumlah Perkara yang putus ’ dan

Laporan Tahunan

. Index responden pencari

Kepaniteraan

Laporan Bulanan

keadilan yang puas terhadap [ndex Kepuasan Pencari Keadilan| Hukum dan
layanan peradilan Laporan Tahunan
Catatan:
. PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan
Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
e Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM index harus > 80
Peningkatan . Persentase penyelesaian Panitera Laporan Bulanan
Efektivitas minutasi perkara tahun Jumlah putusan yang sudah diminutasi X 100% dan
Pengelolaan berjalan Jumlah perkara putus 0 Laporan Tahunan
Penyelesaian
perk Catatan:
erkara Sesuai surat keputusan KMA Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tentang Jangka Waktu Penanganan
Perkara di Mahkamah Agung
. Persentase Salinan Putusan Panitera Laporan Bulanan
Yang Disampaikan kepada Jumlah Salinan Putusan yang Disampaikan Kepada Para Pihak tepat waktu 100% dan
Para Pihak Tepat Waktu Jumlah Putusan x 0 Laporan Tahunan
. Persentase Perkara Yang Panitera Laporan Bulanan

Diselesaikan melalui Mediasi

Jumlah perkara yang diselesaikan melalui Mediasi
Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi

X 100%

Catatan:
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

dan
Laporan Tahunan




Meningkatnya Akses
Peradilan bagi
Masyarakat Miskin
dan Terpinggirkan

Golongan Tertentu yang
mendapat Layanan Bantuan
Hukum (Posbakum)

Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu
yang Mendapatkan layanan Bantuan Hukum

x 1009
Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu %

Catatan:
e Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan
Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan
e  Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (Marjinal)

a. Persentase Perkara Prodeo Panitera Laporan Bulanan
yang diselesaikan Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan X 100% dan
Jumlah perkara prodeo 0 Laporan Tahunan
Catatan:
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi
Masyarakat tidak mampu di Pengadilan
. Persentase perkara yang Panitera Laporan Bulanan
diselesaikan di luar gedung Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan dan
) - - - - X 100%
Pengadilan Jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar Gedung Pengadilan Laporan Tahunan
Catatan:
e  Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan
Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan
e  Diluar gedung Pengadilan adalah perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan
(zetting plaatz, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)

. Persentase Perkara Panitera Laporan Bulanan
Permohonan (Voluntair) Jumlah perkara Voluntair Identitas Hukum yang diselesaikan . dan
Identitas Hukum Jumlah perkara Voluntair Identitas Hukum yang diajukan x 100% Laporan Tahunan

Catatan:

e  Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang
Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah dalam rangka
penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran.

e  Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan
Pemeriksaan perkara Volunteer isbat nikah dalam pelayanan terpadu

e Identitas hukum : Orang atau anak yang statys hukumnya tidak jelas

e  Sidang Terpadu : Sidang yang melibatkan Pengadilan, Kementrian Agama dan Dinas
Kependudukan Catatan Sipil

. Persentase Pencari Keadilan Panitera Laporan Bulanan

dan
Laporan Tahunan




Meningkatnya
Kepatuhan terhadap
Putusan Pengadilan

Persentase Putusan Perkara
Perdata yang ditindaklanjuti
(dieksekusi)

Panitera
Jumlah Putusan perkara yang sudah BHT
yang tidak mengajukan Permohonan Eksekusi

x 1009
Jumlah Putusan Perkara Perdata yang sudah BHT &

Catatan:
e  BHT: Berkekuatan Hukum Tetap
e Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan,
perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi

Laporan Bulanan
dan
Laporan Tahunan

Ditetapkandi :Pamekasan
PadaTangga : 13 Februari 2020

e

Worterr

JGA SETIAWAN, SH. MH.




LAMPIRAN 3

REVIU Matriks Rencana
Strategis (RENSTRA)
Tahun 2015 - 2019



Visi
Misi :

REVIU MATRIK RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019

PENGADILAN NEGERI PAMEKASAN

Mewujudkan Badan Peradilan yang Modern, Profesional, Bermartabat serta Dipercaya Masyarakat Pencari Keadilan

1. Menerima perkara dengan tertib dan mengatasi segala hambatan atau rintangan atau rintangan sehingga tercapai

pelayanan penerimaan perkara secara cepat dan tepat sebagai bentuk pelayanan prima ;
2. Memeriksa perkara dengan seksama dan sewajarnya sehingga tercapai persidangan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;
3. Memutuskan perkara dengan tepat dan benar sehingga tercapai putusan/penetapan yang memenuhi rasa keadilan
dan dapat dilaksanakan serta memberikan kepastian hukum.

e INDIKATOR TARGET JANGKA e INDIKATOR T PROGRAM KEGIATAN
MENENGAH 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
No. URAIAN KINERJA URAIAN KINERJA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 |Memberikan pelayanan Prosentase sisa perkara yang 100% Terwujudnya peradilan |Prosentase sisa perkara yang 100% | 100% | 100% | 100% | 100% [Program Dukungan Pembinaan
publik terbaik kepada para diselesaikan yang pasti, transparan |diselesaikan Manajemen dan Administrasi dan
pencari keadilan sehingga dan akuntabel Pelaksanaan Tugas Pengelolaan
pencari keadilan merasa Teknis Lainnya Keuangan Badan
kebutuhan dan kepuasannya |prosentase perkara yang 100% Prosentase perkara yang 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |Mahkamah Agung Urusan
terpenuhi diselesaikan tepat waktu diselesaikan tepat waktu Admnistrasi
Peningkatan
Prosentase Perkara Yang Tidak 100% Prosentase Perkara Yang Tidak 100% | 100% [ 100% | 100% | 100% Manajemen
Mengajukan Upaya Hukum Mengajukan Upaya Hukum Peradilan Umum
- Banding - Banding
- Kasasi - Kasasi
- Peninjaan Kembali (PK) - Peninjaan Kembali (PK)
Prosentase perkara pidana anak 100% Prosentase perkara pidana anak | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
yang diselesaikan dengan diversi yang diselesaikan dengan diversi
Persentase Putusan yang 100% Persentase Putusan yang 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
dipublikasikan ke dalam website dipublikasikan ke dalam website
index responden pencari 75% index responden pencari 75% | 75% | 75% | 75% | 75%
keadilan yang puas terhadap keadilan yang puas terhadap
layanan peradilan layanan peradilan
Persentase penyelesaian 100% Peningkatan Persentase penyelesaian 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |Program Peningkatan [Kegiatan
minutasi perkara tahun berjalan efektivitas Pengelolaan [minutasi perkara tahun berjalan Manajemen Peningkatan
Penyelesaian Perkara Peradilan Umum Manajemen
Peradilan Umum
Persentase Salinan putusan 100% Persentase Salinan putusan 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
yang disampaikan kepada Para yang disampaikan kepada Para
pihak pihak




e INDIKATOR TARGET JANGKA e INDIKATOR T PROGRAM KEGIATAN
MENENGAH 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
No. URAIAN KINERJA URAIAN KINERJA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Prosentase perkara yang 5% Prosentase perkara yang 5% 5% 5% 5% 5%
diselesaikan melalui mediasi diselesaikan melalui mediasi
100% 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Prosentase berkas perkara yang Prosentase berkas perkara yang
diajukan banding, kasasi dan PK diajukan banding, kasasi dan PK
secara lengkap dan tepat waktu secara lengkap dan tepat waktu
2 |Meningkatkan Access To Prosentase Perkara Prodeo yang 100% Meningkatnya akses Prosentase Perkara Prodeo yang | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Justice bagi seluruh diselesaikan Peradilan bagi diselesaikan
masyarakat sehingga seluruh  |prosentase Perkara yang 100% Masyarakat Miskin Prosentase Perkara yang 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
masyarakat dapat diselesaikan di luar gedung dan Terpinggirkan diselesaikan di luar gedung
menjangkau dan menerima Pengadilan Pengadilan
layanan pengadilan Persentase perkara 100% Persentase perkara 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
permohonan (Voluntair) permohonan (Voluntair)
identitas hukum identitas hukum
Prosentase Pencari Keadilan 100% Prosentase Pencari Keadilan 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Golongan Tertentu yang Golongan Tertentu yang
Mendapat Layanan Bantuan Mendapat Layanan Bantuan
Hukum (Posbakum). Hukum (Posbakum).
3 |Meningkatkan Kepercayaan Prosentase Putusan Perkara 100% Meningkatnya Prosentase Putusan Perkara 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
publik terhadap kinerja Perdata yang Ditindaklanjuti Kepatuhan Terhadap |Perdata yang Ditindaklanjuti
Pengadilan Negeri Pamekasan Putusan Pengadilan
sehingga kepercayaan publik
terhadap Pengadilan Negeri
Pamekasan dapat
ditingkatkan.

—Q;é;é_”g\qdilan Negeri Pamekasan Kelas 1B
‘3,',,\'_“1‘

Pamekasan, 13 Februari 2020

Ketua,

/,

<

o.g /
2297 INGGA SETIAWAN, S.H., M.H.

S A

NIP. 19660730 199603 1 001




LAMPIRAN 4
Perjanjian Kinerja
Tahun 2020



PERJANIJIAN KINERJA
TAHUN 2020

PENGADILAN NEGERI PAMEKASAN KELAS | B

JL. P. TRUNOJOYO NO. 397 PAMEKASAN 69371
Telp. (0324) 322431 Fax. (0324) 322431
Website : www.pn-pamekasan.go.id E-mail : pnpamekasan@yahoo.co.id


http://www.pn-pamekasan.go.id/

www.pt-surabaya.go.id

Nomor : Wi4U/ 485 /KP.00.1/01/2020

Lampiran : 1 (satu) bendel

Hal . Penyampaian Pakta Integntas dan Perjanjian
Kinerja

Kepada

© Yth. Ketua Pengadilan Negeri
Se - Wilayah Jawa Timur

SURAT PENGANTAR

PENGADILAN TINGGI SURABAYA

Jalan Sumatera No. 42 Surabaya
Telepon (031) 5024408 -, Fax (031) 5033042
Tromol Pos No. 937/Sb/Sg/Surabaya (60281)

16 Januari 2020

2w\

No. Macam surat yang dikirim

Banyaknya

Keterangan

Surat Pakta Integritas
2. | Perjanjian Kinerja Tahun 2020

2 ( Dua) Lembar

Dikirim dengan
hormat untuk
dipergunakan
sebagaimana

mestinya

f§e_}grtaris,




PENGADILAN TINGGI SURABAYA

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Lingga Setiawan, S.H., M.H, Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Klas |IB,

dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen saya sebagai berikut :

1.

A

Saya akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Pengadilan Negeri Pamekasan
melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel serta objektif
untuk mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, baik di
dalam maupun di luar lingkungan Pengadilan Negeri Pamekasan, sesuai Kode Etik
dan Pedoman Perilaku sesuai jabatan yang saya emban dan atau Peraturan
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;

Memberi contoh kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan dalam
melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara
konsisten ;

Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja/profesi, meningkatkan kompetensi,
serta menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dengan kecakapan (proficiency),
serta kecermatan dan kehati-hatian secara professional (due professional care) ;
Serperari secara proaktif dalam mencegah dan pemberantasan korupsi, kolusi dan
nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela ;

Tidak meminta atau menerima pemberian (gratifikasi) secara langsung atau tidak
langsung terkait dengan jabatan atau pekerjaan, yang tidak sesuai dengan ketentuan
yang berlaku ; ' |
Menghindarkan pertentangan kepentingan (conflict of interesf) dalam pelaksanaan
tugas ;

Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas yang terjadi di Pengadilan
Negeri Pamekasan ;

Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya.

Surabaya,  Januari 2020

Yang membuat pernyataan,

"l F

( @m nan
Swantoro, S.H., M.H. Lingga Setiawan, S.H., M.H
90904 198403 1 004 NIP. 196607301996031001



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lingga Setiawan, S H., M H.
NIP : 19660730 199603 1 001
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

Nama : Dr. H. Herri Swantoro, S.H., M.H.
NIP : 19590904 198403 1 004
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian
ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap

capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

/@@C@::s\an, 02 Januari 2020

Pihak Kedua

s

Lingga Setiawan, S.H., M.H.




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

PENGADILAN NEGERI PAMEKASAN
Tahun 2020

No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 4
1. | Terwujudnya proses peradilan | a. Persentase sisa perkara yang 100%
yang pasti, Transparan dan diselesaikan
Akuntabel b. Persentase  perkara  yang 90%
diselesaikan tepat waktu
c. Persentase perkara yang Tidak
Mengajukan Upaya Hukum :
e Banding
o Kasasi 95%
« Peninjauan Kembali 97%
99%
d. Persentase perkara Pidana 4.17%
Anak yang diselesaikan
dengan Diversi
e. Persentase  putusan yang
Dipublikasikan ke dalam 100%
Website
f. Index Responden pencari
keadilan yang puas terhadap 70%
layanan peradilan
2. | Peningkatan Efektivitas | a. Presentase Penyelesaian 100%
Pengelolaan Penyelesaian Minutasi perkara Tahun
Perkara Berjalan
b. Presentase Salinan Putusan
yang Dikirim ke Pengadilan 100%
Pengaju/Para Pihak
c. Presentase Perkara yang 5%
Diselesaikan Melalui Mediasi
3. | Meningkatnya Akses a. Presentase Perkara Prodeo 0%
Peradilan bagi Masyarakat yang diselesaikan
Miskin danTerpinggirkan b. Presentase Perkara yang 100%
diselesaikan Diluar Gedung
Pengadilan
c. Presentase Perkara 100%
Permohonan (Voluntair)
Identitas Hukum
d. Persentase Pencari Keadilan 100%
Golongan  Tertentu yang
Mendapat Layanan Bantuan
Hukum (Posbakum)
4. | Meningkatnya Kepatuhan | Presentase  Putusan Perkara
Terhadap Putusan | Perdata yang  Ditindaklanjuti 20%

Pengadilan (dieksekusi)




Jumlah Anggaran Kegiatan : Rp. 8.514.378.000

KEGIATAN
1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan BUA
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan MARI
3. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

ANGGARAN

Rp. 8.399.918.000 -
Rp.  25.000.000,-
Rp.  89.460.000,-

Mojokerto, 9 Januari 2020
Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan

(MM

LINGGA SETIAWAN, S.H., M.H




LAMPIRAN 5
Reviu Rencana
Kinerja Tahunan
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REVIU RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2020

PENGADILAN NEGERI PAMEKASAN KELAS | B

JL. P. TRUNOJOYO NO. 397 PAMEKASAN 69371
Telp. (0324) 322431 Fax. (0324) 322431
Website : www.pn-pamekasan.go.id E-mail : pnpamekasan@yahoo.co.id


http://www.pn-pamekasan.go.id/

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Pengadilan Negeri Pamekasan Tahun 2020

merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berlandaskan pada Rencana Strategis

2020-2024 dan telah disesuaikan dengan Reviu Indikitor Kinerja Utama (IKU). Proses

penyusunan Rencana Kinerja Tahun 2020 ini mengacu pada prioritas Rencana Strategis

sebagaimana tertuang dalam RPJPN Tahun 2005 — 2025, serta RPJMN Il Tahun 2020 —

2024. Hal ini dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja Pengadilan Negeri Pamekasan

menuju tata kelola Pengadilan yang transparan dan akuntabel serta mewujudkan visi

Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung khususnya di Pengadilan Negeri

Pamekasan.

Sesuai dengan reviu rencana strategis Pengadilan Negeri Pamekasan Tahun 2020-

2024, maka ada beberapa catatan penting yang perlu diperhatikan, antara lain :

a.

Bahwa pelaksanaan atau realisasi dari Rencana Kerja Pengadilan Negeri Pamekasan

pada tahun-tahun sebelumnya telah dapat direalisasikan secara baik dengan prinsip

performance excellent, yaitu mengutamakan performa/kinerja yang prima kepada

masyarakat pencari keadilan.

Alokasi anggaran pada Pengadilan Negeri Pamekasan baik pada DIPA 01 Badan Urusan

Administrasi (BUA) dan DIPA 03 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

(BADILUM) sudah dapat direalisasikan dengan baik, walaupun diperlukan

penambahan alokasi guna mendukung pelaksanaan pencapaian kinerja Pengadilan

Negeri Pamekasan.

Optimalisasi peran serta seluruh aparat Pengadilan Negeri Pamekasan merupakan

kunci keberhasilan penyelenggaraan tata kelola pengadilan yang transparan dan

akuntabel dengan semboyan bekerja sama dan sama-sama bekerja untuk

mewujudkan performa/kinerja Pengadilan Negeri Pamekasan yang unggul/prima

Dari hasil evaluasi pencapaian kinerja Tahun Sebelumnya, Pengadilan Negeri

Pamekasan akan mengupayakan langkah-langkah perbaikan secara konkrit dalam

rangka meningkatkan kinerja organisasi. Perbaikan tersebut antara lain :

— Penguatan organisasi melalui penyelarasan uraian tugas, penyusunan/revisi dan
penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP);

— Peningkatan kelembagaan, tata laksana, dan Sumber Daya Manusia (SDM)

aparatur Pengadilan Negeri Pamekasan yang profesional serta akuntabilitas



satuan kerja melalui perbaikan manajemen internal khususnya dalam pengelolaan
perencanaan dan penganggaran.

— Peningkatan sarana prasarana dan kualitas lingkungan kerija.

Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Negeri Pamekasan Tahun 2020 ini disusun
dengan harapan dapat memberikan gambaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi
serta sebagai acuan dan kontribusi yang positif dalam menyusun program/kegiatan dan
pencapaian kinerja Tahun 2020. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan
Tahun 2019 ini tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh aparat Pengadilan

Negeri Pamekasan serta partisipasi aktif seluruh stakeholder terkait.

Pemekasan, 13 Februari 2020




REVIU RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2020
PENGADILAN NEGERI PAMEKASAN KELAS IB



Unit Kerja

RENCANA KINERJA TAHUNAN

Tahun : 2020

: Pengadilan Negeri Pamekasan

No

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1

2

3

4

1.

Terwujudnya proses peradilan
yang pasti, Transparan dan
Akuntabel

. Persentase sisa perkara yang

diselesaikan

100 %

. Persentase perkara yang

diselesaikan tepat waktu

100 %

. Persentase perkara yang Tidak

Mengajukan Upaya Hukum :
e Banding

e Kasasi

¢ Peninjauan Kembali

90 %

. Persentase perkara Pidana

Anak yang diselesaikan
dengan Diversi

20 %

. Persentase putusan yang

Dipublikasikan ke dalam
Website

100 %

. Index Responden pencari

keadilan yang puas terhadap
layanan peradilan

92 %

Peningkatan Efektivitas
Pengelolaan Penyelesaian
Perkara

. Presentase Penyelesaian

Minutasi perkara Tahun
Berjalan

100 %

. Presentase Salinan Putusan

yang disampaikan kepada Para
Pihak

100 %

. Presentase Perkara yang

Diselesaikan Melalui Mediasi

5%

Meningkatnya Akses
Peradilan bagi Masyarakat
Miskin danTerpinggirkan

. Presentase Perkara Prodeo

yang diselesaikan

100 %

. Presentase Perkara yang

diselesaikan Diluar Gedung
Pengadilan

0%




Pengadilan

No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 4
c. Presentase Perkara
Permohonan (Voluntair) 100 %
Identitas Hukum
d. Persentase Pencari Keadilan
Golongan Tertentu yang 100 %
Mendapat Layanan Bantuan
Hukum (Posbakum)
4. | Meningkatnya Kepatuhan Presentase Putusan Perkara
Terhadap Putusan Perdata yang Ditindaklanjuti 100 %

Pamekasan, 13 Februari 2020




LAMPIRAN 6

SK Tim Penyusunan
Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi
Pemerintah Tahun 2019



PENGADILAN NEGERI PAMEKASAN KELAS 1B
JALAN P. TRUNOJOYO No. 397 PAMEKASAN 69371
Telp. 0324-322431 Fax. 0324-322431
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KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PAMEKASAN KELAS 1B

NOMOR: W14-U7/231/KU.01./SK/2/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH PADA PENGADILAN NEGERI PAMEKASAN KELAS IB TAHUN 2019

Menimbang

Mengingat

Memperhatikan

KETUA PENGADILAN NEGERI PAMEKASAN KELAS 1B

: 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penyusunan Lpaoran Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Pengadilan Negeri Pamekasan
Kelas IB Tahun 2019, perlu dibentuk Tim Penyusunan Laoran
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

2. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini
dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebegai
Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan
Anggota Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP).

: 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Rl ;

2. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;

3. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;

5. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Penunjuk Teknis Perjanjian
kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Review atas laporan Kinerja
Instansi Pemerintah ;

: Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1604/SEK/0T.01.2/11/2019
tanggal 15 November 2019 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP


http://www.pn-pamekasan.go.id/
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Menetapkan

Pertama

Kedua

Ketiga

Keempat

MEMUTUSKAN

: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PAMEKASAN KELAS 1B TENTANG

PENUNJUKAN / PENGANGKATAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKIJP) PENGADILAN NEGERI PAMEKASAN KELAS I1B
TAHUN 2019;

: Membentuk Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Pamekasan Tahun 2019, dengan
Susunan Keanggotaan selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam
lampiran | yang merupakan bagian yang tidak terpisahkah dari Keputusan

ini;

: Tugas Tim adalah merumus dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Pamekasan Kelas IB Tahun
2019;

: Segala keperluan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Pamekasan dibebankan kepada DIPA
Pengadilan Negeri Pamekasan Kelas IB;

: Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetaokan dengan ketentuan apabila

dikemudian hari ternyata terdapat kekeliiruan akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.

SALINAN Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dan aparatur

peradilan pada Pengadilan Negeri Pamekasan Kelas IA untuk diketahui dan dilaksanakan dengan
penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Pamekasan
_~Padatanggal : 24 Januari 2020
S N P\

Ao/ 'Q{/\’T."
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LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI PAMEKASAN KELAS IB

NOMOR: W14-U7/231/KU.01./SK/2/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH PADA PENGADILAN NEGERI PAMEKASAN KELAS 1B TAHUN 2019

KETUA PENGADILAN NEGERI PAMEKASAN KELAS IB

No. Nama/NIP/Pangkat/Gol Jabatan Ditunjukkan/diangkat sebagai
1 2 3 4
LINGGA SETIAWAN, S.H., M.H Ketua Pengadilan Negeri
1. NIP 19660730 199603 1 001 Pamekasan Kelas | B Pelindung / Penasehat
IV/b (Pembina Tk. I)
H. MUHAMMAD JUFRI, S.H., M.H. Panitera Pengadilan Negeri
2. NIP 19620715 198803 1 005 pamekasan Kelas | B Koordinator / Kepaniteraan
IV/a (PEMBINA)
AGUS PRIYANTO, S.H. Sekretaris Pengadilan Negeri
3. NIP 19690814 199403 1 001 Pamekasan Kelas | B Koordinator / Kesekretariatan
IV/a (PEMBINA)
SUJARWO DARMADI, SH. Panitera Muda Hukum
4, NIP 19630210 198203 1 001 Pengadilan Negeri Pamekasan Penyaji Data Bagian Hukum
I1/d (PENATA TK. I) Kelas | B
M.EFFENDY ADRIANSJAH, SH. MH. Panitera Muda Pidana
5. NIP 19670630 199003 1 002 Pengadilan Negeri Pamekasan Penyaji Data Bagian Pidana
I1/d (PENATA TK. I) Kelas 1 B
RUSLAN EFFENDY, SH. Panitera Muda Perdata
6. NIP 19650604 198703 1 002 Pengadilan Negeri Pamekasan Penyaji Data Bagian Perdata
I1/d (PENATA TK. I) Kelas | B
BUDI HARYONO, S.H. Kasubag Umum Dan Penyaiji Data Bagian Umum dan
7. NIP 19721225 200012 1 010 Keuangan Pengadilan Negeri Keuangan
I1l/d (PENATA TK. I) Pamekasan Kelas | B
ACHMAD TRIJANTO EFFENDI, SH. Kasubag Perencanaan, Tl dan Penyaji Data Bagian
8. NIP 19700401 19903 1 006 Pelaporan Pengadilan Negeri Perencanaan, Tl dan Pelaporan
I1/d (PENATA TK. I) Pamekasan Kelas | B !
M. SUYANTO gar:;:?sgafiec?aeng?r\;vta;agksana Penyaji Data Bagian
9. NIP 19640912 198602 1 001 Pengadilan Negeri Pamekasan Kepegawaian, Organisasi, dan
I1l/d (PENATA TK. I) Tata Laksana
Kelas | B
MIFTAKHUL JANNAH, Amd.,Kom. CPNS Staff Perencanaan, Tl
10. | NIP 19961030 201903 2 005 dan Pelaporan Pengadilan Operator
Il/c (PENGATUR) Negeri Pamekasan Kelas | B
: Pamekasan

Ditetapkan di

9»-,(".»-1’

: 24 Januari 2020

‘/
,/é}r GA SETIAWAN, S.H., M.H.
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